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1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 TEntang 
PembentuKan Daerah--Oaerah Kabupaten dalam 
Ungkungan Propinsi Jawa sarat (Berna Negara Tahuo 
1950); 

a. bahwa sehubungan dengan te!ah ditetapkannya 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomcr 04 Tahun 
2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tl!fltang Pengadaan 
Barang/Jasa PemP.rintah dan Surat Edaran Kepala LKPP 
Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengaelaan 
Barang/Jasa mefalui E-Purt.asing, malca petunju'< tel<nls 
pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah 
Kabuparen Bekasi yang semula di tetap!can melalui 
Peraturan Bupatl Nomor 93 Tahun 2014 per1u ditlnjau 

·dan disesuaikan kembali; 
b. bahwa atas dasar pertimbangan sebc--;rnana dlmaksud 

pada tiuruf a diatas, Petunjuk Tef<nls Pengadaan Barang 

dar. Jasa tersebut per1u dite!ap!can kemba!l dengan 

Peraturan Bupatl Bekasl. 

BUPATI BEKASI, 

Mengingat 

- 

Menlmbang 

PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI 

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

NOMOR : 57 TAHUN 2015 

PERATURAN BUPATI BEKASI 
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3. Undang-Undang Noma.- 28 Tahun 1999 tentang 
Penye!enggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik lndonesia Tahun 1999 NOmor 75, Tambahan 
Lemba.-an Negara NomOr 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasl dan Transaksi Bektror>lk; 

s. Undang·Undang NOmor 17 Tahun 2013 t2l1lal'lg 
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republlk L'ldonesla 
Tahun 2013 J\lon'Or 47, Tambahan Lembara!l Negara 
Nomor 4286); 

6. Undang-Undang NOmor 23 Tahur. 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Repubtik Indonesia NOmor 4437); 

7. l'(,raturan Pemerintah NOmOr 29 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (L.embaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 NomOr 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indanesia Nomor 3957) 
sebagaimaoa t:c!ah o,ubah dengan Peraturan Pemerintllh 
Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemenntah Nomo< 29 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Jasa KonstrukSi (Lembaran Negara 
Repybllk Indonesia Tahun 2010 Nornor 9S); 

8. Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tamt>anan 
lallbaran Negara Repubiik ll'ldonesi<l Nomor 4578); 

- 

2. Undang-Undang Nomor s Tanun 1999 tentang L.a.-angan 
Praktek Monopoli dan Persa!ngan Usaha Todak Sehat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817); 



-3- 

14. Peratucan Menteri Dalam Negeri Notnor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentul<an Prociuk Hukum Daerah (Be 12 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

15. Peraturan Menter! Dalam Neger1 Nomor 99 Tahun 2014 

tentang Pedcman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan 
Sarang/Jasa Pemerintah dl Ungkungan Pemerintah 
Provinsi dan Kabupaten/l<Ota; 

13. Peraturan Menteri Dalam Neg€rl Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah beberapa katidiubah teral<hir dengan 

Peraturan Menter! Dalam Neg€rl Nomu,· 21 Tahun 2011 

ter.tang Perubahan Kedua AfilS Peraturan Menteri Dalam 

N,egeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pecloman 
Peflgelolaan Keuangan Oaerah; - 

01 Tahun 2015 tentang 
Peflgadaan Barang/J~ 

12. lnstruksl Presiden Nomor 
Percepatan Pelaksanaan 
Pemerintah. 

. 
Perubahan Ketiga Peraturan Presiden no. 54 Ta,'lun 2010 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

9. Peraturan Pemer'.ntah Noo10r 38 Tahun 2007 tencang 

Pemlx!gian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Pr<Mnsi <Ian Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republlk Indonesia 

Tahun 2007 Nome; 82, Tambahan i.emcaga Negara 
Republik Indonesia No,r.or 4737); 

10. Peraturan Presick;n NOOlO!' 54 Tahun 20l0 t~ng 
Pengadaan Barang/Jasa Pemer1ntah sebagalmana teJar, 
beberapa 'r.ali diubah, teral<hlr dengan Peraruran PresidEn 
Republlk lnclonesla Nomor 04 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah; 

11. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 !entang 



25. Peraturan Bupatl Bekasl Nomo:- 29 Tahun 2013 tentang 

Unit Layanan Pengaclaan (ULPJ 6arang/)asa Pemerlntah 

l<.abupaten Berasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi 

Tahun 2013 Nomor 29) . 

24. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 43 Tahon 2011 ten:ang 

Pembentukan Unit Pelayanan Teknls Dinas t.ayanan 

Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik pada Dlnas 

Komunil<asi dan Jnformatika Kabupat--~ BekaSi {Serita 

Daerah Kaoopaten Bekasl Tahun 2011 Nomor 43); 

22. Peraturan Kepala t.J<PP Nomor 18 Tahun 2014 tP.nt. ng 

daftar hitam cl31am pengadaan barang/jasa pemerintah; 

23. Peraturan oaerah Kabupaten llekasi Nomor 8 Tahun 

2014 tentang Organisasi Perangkat Oaerah Kabupaten 

Bekasi (lembaran Daerah Kabupaten Bekasl Tahun 2014 

NoolOr 8); • 

;21. Peraturan Kepa!a LKPP No.'110!' 14 Tahtm 2015 tentang 
E-Purchasing; 

20. Peraturan Kepala LKPP Nomor 01 Tahun 2015 tentang 

E·Tendering; 

19. Perdturan Kep.ila LKPP Noolor 15 T~"un 2012 ter>tang 

Standar dokumen Pengadaan Barang/)aSa Pemerintah; 

18. Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Pengumuman Rencana Umurn Pengadaan; 

16. Peratura., r,,,e,,terl Pekerjaan Umurn Republik L'ldonesia 

Nomor 31/PRT/M/2015 tenting Perubahan Ketiga 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman 

Pe.-igadaan Peketj.lan t<oost:-Jllsi dan Jasa Konsultansi; 

17. Peroturan Kepala U<PP Nomor OS Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Perlca LKPP No"10r 5 Tahun 2012 

tentang Unit t.ayanan Pengadaan; 

. 4. 
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I 

.)aiam Perawran ini yang dlmaksud dengan: 

~ Pernerintah Oaerah adalah Pemerintah Kabupaten Bel<aSi. 

2. Keoala oaerah adalah Bupatl Bekasi. 

3. Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah, setanjutnya disingl<at APOO 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerlntah Daer.lh yang dlbahas dan 
dlsetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dl'RO, dan dite!apl<an 
dengan Peraturan Oaerah. 

~. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya diSeb<Jt OPD ada!ah Unit 
Kerja yang berada di lingkungan Pemerlntah Kat,upaten Bekasi. 

5, Kepala OrganisaSI Perang><at Oal!rah yang sel.anjutnya disebut Kepal.a OPO 
adalah Pimpinan Unit Kerja yang berada di Ungkungan Pemerintah 
Kabupaten Bekasi dan bertanggungjawab kepada 8\Jpali Bekasi. 

6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya diSebut PA adalah Peja'oat Pemegang 

Kewenangan penggunaan anggaran OPD. 

7. Kuasa Penggunll Anggaran yang selanjutnya disebut K?A ada!ah pejabat 
yang diusulkan olell PA dan d!tetapkan oleh Kepala oaerah untuk 
menggunal<an APBO danJatau APBN. 

8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya d'isebut PPK adalall pejabat 
yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 

9. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnva dlsebut Ul.P adalah ur.lt 
organisasi pemerintah yang berfungsl rnetal<sanakan pengadaan bara.,g/jasa 
di OPD yang ber;ifat permanen clan melel<at pada unit kerja Sekrelariat 

Daerah, Bagian Admlnistrasi Pembangunan. 

BAB I 
Kl:TcNTUAN UMUM 

Pasal l 

: FERATURA/11 BUPATI TEHTANG Pl:,jN.JUK T£KNIS 

PENGAOAAN BARANG/JASA DI UNGKl!NGAN 
PEMEIUNiAH KABUPATEN BeKASL 

MEMUTUSKAN 
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Hal·hal yang termasuk dalam Ungkup Peraturan Bupali inl, meliputi : 

a. Organisasi Pengadaan 
b. Tugas dan Kewen.ingan 
c, Perencanaan Pengadaan 

Bagian Kedua 
Ruang Ungkup 

!>asa1 3 

(1) Mal<..sucl ditetapkannya Peraturan Bupatl inl ada!ah untl.Jk mengatur prosedur 
Pengadaan Barang/Jasil Pemerintah di Ungkungan Kabupaten Bel-asi; 

(2) Tuiuan oitetapkannya Peraturan Bupatl ini adalah sebagai acuan bagi OPO di 
Ungk"ngan Pe~intah Kabupaten Bekasi l<!lususnya bagi PA/l(J)A, PPK dar. 

ULP/Pejallat Pengadaan{Pejabat/Pl'HP serta pihak lain yang teriibat dalam 
melakSanakan Pengadaan Barang/Jasa di Ungkup OPO masing-masing. 

BABU 
MAKSUD, TUJUAN OAN RUANG UNGKUP 

Bagian t<esatu 
Maksud dan Tu,luan 

Pasal2 

tO. Pejabat Peng;ldaan ada!ah pe.·sonll yang memlllkl Sertifikat Keatllian 
Penga<laan Sarang/Jasa yang melakSanakan pengaclaan barang/jaSa. 

: ! ~.,abat/Panitia Penertma Masll Pekerjaan yang setanjutnya d'isebut PPHP 
a(lalah pejabatJpanit!a pengadaan yang ditetapkan Oleh PA/'{J'A yang 
l)ertUgaS r,,,emerikSa dan menenma hasil pekerjaan. 

;2. ;>enyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang per.;eorangan yang 
menyedial<an barang/pekerjaan konstrul<sl/Jasa konSUltansl/Jasa lainnya . 

. 3 .,.andatangan Elektronik a<ialah tandatangan yang terdiri atas io.'onnaSi 
elelctronik yang dilekatl'-an, terasoslasi atau terkait dengan lniormasl 
elektronik lalnnya yang digunakan se!lagai alat verifikasi dan autent;kasi. 

, 4 User JD adalah nama atau pe<1genal unik sebagai klentitas dlrl dari 
pengguna yang digunal<an untuk beroperasi cfldalilm apl;kasl S!'SE. 

:s. Password ac!alah kumpular. karakter atau String yang digu,iakan Olei1 
pengguna untuk menverifikasl user 10 kepada aplikasi S!'SE. 



~ <AP I !'ejabat Pengwaan[Tim Pe<igadaan ; clan 
c, Parlitia /Pejabat Penenrna Hasil Pekerjaan. 

(J "mgar.g1<a2n clan Pembcmentlan Pe)abat setiagaimana disebut pada ayat 

1 oar, ayat (2) tidak terikat tahun anggaran • 
._ Para plt-.ak dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperic'l<an untuk 

::it'!lal<Sonaan Pengadaan Barang/Jasa. Tim pendukung ada!ah tim yang 
OilentlJ1c oleh PA/KPA untuk membantu pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa, antara lain terdiri atas ilm Teknis, Oireksi Lapangan, koosult3n 

~s, tim Pelaksana SWakelola, clan 1aln-lain. 
5J "l'K dapat memlnta ~.epada PA untuk rr.enugaskan Pejatlat Pelallsallil Teli!IG 

,;;egiatan {PPTK) dala:n rangka membantu t>Jgas PPK. 

.;... PA<; 

a, PPK; 
c, IAf>J Pejabat Pengactaan ; dan 
o Panltia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 

{2) O"ganlsasi Pengaclaan Barang/Jasa untuk pengadaan melalUl Swakelolc 

u:l'llili atas. 
a. 9A I KPA; 

} Qrganisa5' Pengadaan Barang/Jasa untu!< pengadaan melal!J! Penyedia 

32tang/Jasa terdlrl etas: 
a. PNJ(PA; 

BA!l Ill 

PAflA PIHAK DALAM PENGAOAAN BAAANG{JASA 
Ba<;ian Kesatu 

Organisasi Peogadaan 
Pasal '\ 

=. <>e:,,csanaan Penga<laan 
: Pero!nggungja-«c1ban can Pelaporan 

·1· 



( 1) Panltiaf Pej<lbat PEl(lerlma Hasil Pekeljaan {PPHP) adalah pa!'lilia/pej.lbat yang 
ditetapkan oleh PA/KPA untuk memeriksa dan menerima hasll pekerjaan pada 
proses Pen.a<laan Barang/Jasa di Lingkup Unit Ke,ja PA/l(J'A. 

(21 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekeljaan (PPH?) dalam bentuk panttia 
berjumlah gasal. 

(3) Pejabat Penerima Hasil Pekeljaan dltetapkan 1 {satu) orang. 

Bagian Keempat 

Panitia/Pejabat HaSil Pekerjaan 

Pasal7 

8agian Ketiga 
ULP/Pejabat Pcngadaan 

Pasal 6 

OLP adalah Unit Layanan Pengaaaan yang dibentuk oieh &!pat; untuk 
melaksakan proses Per,gadaan Barang/Jasa di linglrungan Pemerintah 
l<abupate:n Bel<asi. 

'2) Pejabat Pengadaan ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan pro.;es 
Pengadaan Barar,g/Jasa di Lingkup Unit Kerja PA/l(J'A. 

(: PA/KPA seregaimana dimaksud Pasal 4 ditetapkan oleh E._,a!i. 

(2 PPK sewgaimana dimal<.sud Pasal 4 ditetapkan oieh PA/KPA. 

(! Dalam hal tldak ada pet'SOOII yang memenuhl P"...JS(<lratan untuk ditunjuk 
set,agal PPK, maka PA/KPA bertindak sebagai PPK. 

Bagian t<edua 
Pengguna Anggaran {PA}/ Kuasa Pt.ngguna Anggaran (KPA) 

Dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

?asal 5 
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1) Menetapkan Rencana umum Pengadaan; 
{2) Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di 

website Kabupaten BekaSI, lPSE l<.abupaten Bekasl dan Pa"30 

Pengumuman Resmi; 
3) Menetapl<an Pejabat Pembuat Komitmen (PPI<); 

'4) ~1er,etapkan l'ejabat Pengadaan Barang/Jasa; 

'S) Menetapkan Panitia/Pe)abat Penerima Hasil Pekerjaan; 

{6) Menetapkan lim Pendukung; 

(7) Menetapkan Pemenang untuk Lelang di atas Rp. 100.000.000.000,oo 
(seratus milyar rupiah} atau Seleksl dJ atas Rp. 10.000.000.000,00(sepuluh 

milyar rupiah); 

(S} Mengawasl Pelaksanaan Anggaran sesuai OPA; 
(9) Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan dan laporan lalnnya 

sesual dengan ketentuan Peraturan PerJndaOQ·undangan; 

(10} Menyelesaikan perselislhan antara para pihak dalam organisaSi pengadaan, 

oatam ha! terjadi perbedaan pendapat; 
{11) Mer.gaw-asi Penylmpanan dan Pemeliharaan seluruh dokumen l'e;",gadaan 

Barang/Jasa dan menerima hasil pekerjaan pcngadaan Barang/)asa 

dilamplrl dol<umen laporan dalam t:entuk hardcopy dan softl:opy; 

(12) Melaporkan hasil pekeljaan dalam bentuk softcopy dan hardcopy i<.epada 

Bupati melalui Sekreta~s Daerah c.q. Bagi?ll AdminiStraSi PembaOQunan; 
(13) Menetapkan Tim Teknis dan Tim Juriflim Ahli untuk Pelaksanaon 

Pengadaan Barang/Jasa apabila diperlukan; 

( 14) Memimpln Pelaksanaan seluruh rencana kerja yang tek>h ditetapl<an dan 

dltuangl<an Clalam DPA; 

(15) Menandatangani Surat Keputusan/Surat Perintilh Kerja/l(ontrak (dalam ha! 

PA merangkap sebagal Pejabat Peml>uat Komltmen). Oalam hal P>. tidltk 
merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komltmen, penandatanganan Surat 

Keputusan/Surat Perlntah Kerja[Kontrak dilakukan oleh Pejabat Pembuat 
Komitmen. 

BAS IV 

TUGAS DAN KEWENANGAN 
Bagian Kes.ltu 

Tugas dan Kewenangan Pengguna Anggaran (PA) 

Pasal 8 



Rzncar.gan Kontrak; 
(2) Menerbitl<an Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 
(J) Me.-ianclatangani KcntrakJSurat Perintah Kerja; 
14) Me!aksanakan Kontrak deflgan Penyedia Barang/Jasa; 
{5) Mengendalikan Pelaks.lnaan Kontrak; 
{6) Melaporkan pelaksanaanfpe,,yelesaian Pengadaan Barangf)asa kepada 

PA/KPA; 
(7) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa kepada PN't(J'A 

dengan Serita Acara Pe;iyerahan; 

(8) Melaporl<an kemaJuan pekerjaan termasuk per1yerapan anggaran dan 

hambatlm petaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA se.tiap trlwulan; 

- 10 • 

1~ Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: 
Speslfikasi teknis Sarang/Jasa, Harga Perldraan Seodlri (HPS), dan 

• 

Bagian Ketiga 
Tugas dan Kewenangan PP1< 

Pasal 10 

t KPA memUlkl kewenangan sesuai peUmpahan kewe(langan oleh PA; 
• l'elimpahan kewenangan dituangkan dalam bentuk Surat l<eputusan; 

'3) Ke,-enangan yang tidak blsa dilimpahkan PA kepada KPA ada!ah : 

a. Mengawasi pelaksanaan anggaran, 
o, Menerapkan pemer>ang untuk lelang di atas Rp. 100.000.000.000,00 

(seratus mllyar rupiah) atau selaku di atas Rp. 10.000.000.000,00 
(sepuluh milyar rupiah); 

c. Datam hal KPA bertindak sebagai PPK atau Kepata ULP, kewenangan 
yang ticlak bisa dilimpahkal1 adalah : 
1. MenyeleSalkan perselislhan antara PPK dengan Pokja UlP/Pejabat 

Pengadaan atau PPHP; 
2. Memberikan sanksl pencanturnan daftar hltam; 
3. Menyatakan pelelangan gagai; 
4. Menyetujui metode penunjukan ll'ngsung datam hal tindak lanjut 

pe!e!angan/se!el<Si gaga!. 

Bag\.l:'I Kedua 
Tugas dan wewenang KPA 

Pasal 9 
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I) Menyusun renair,a pem!llhan Penyedia Barang/lasa; 
(2) Menetapkan Dok\Jmen Pengadaan; 
l J Oapat menetlpkan besaran nomlnal lamlnan ~ bila dlperjukan; 

(4) Melaksanakan proses pengadaan m<!lalul E-Katllog dengan E-Purdlasing 
(S) Mengumumkan pelaksanaa,i ~ Barang/lasa; 

(6) Menllai kuallfikasl Penyedia Barang/Jasa melalul prakualifikasi atau 
pascakualifillasi; 

Bag'.anl<~ 
Tugas clan Kewenangan Unit Layanan Pengadaan (ut.P) 

dan Pejabat PerV]adaan 

Pasal 11 

q· "':eny,rr.pan dan men.;aga ke..'Whan se!uruh dokumen pelal\sanaan 

Pengadaan Barang/Jasa; 
{10) "'.engust.ilcan kep;,da Pl>lKPA. rrengeooi perubahan IJill<et peke,jlan, 

dan/atau perubahan jadwal keglatan pengaclaan apabila d1perlUl<an; 
(; I Dalam petaksanaan tugasn,,'3 PPK dapat dlbantu oleh tim l)'.!Odul:ung ~ 

diperjukan untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Tll!l pendi;kung 
i,f\tara lain terdlrl atas Panitla Peneitl Kontralc, Pejabat Pelalcsana Telaiis 
i<..ogiatan (PPTI<), Oirelcsl Lapengan, konsultan pengawas, titn Pelalcsar.a 
swalce!ola, dan lain-lain apabila diper1ukan; 

2 Mene!apkan Tlm atau tenaga aNl pemt,e,i penjelasan telc,js unllA( 

rnembantu pelaksanaan tugas ULP apabila dlpe.1ul<an; 
('. 3 Menetapkan besaran uang muka apab,la penyecfia t:arangfjasa memlnta 

uzng milk.I sesuat keteri:uan yang bellak>J; 
14) Menandatanganl paktl lr.tegritas; 

1!5: Menyusun Oratt Kontrak untuk kegialan yang ten:antum dalam DPA dan 
dokumen pendukungn~-a rriaupun rencana keglatan yang akan dllaksanakan 
secara swalce!ola; 

,; 1 'len)l\ltujul don menandatangani DUkti pembelian atau menandatangarJ 

kuit.insVsurat pel1ntah kerja (SPK) dan surat perjanjian balk yang dilakukall 
secara kontrakluat matJl)Un secara swakelola; 

t • ~, Menandatanganl bulcti-bukti do~umen pengeluaran at199ilran OPO, balk 

yang dilal1ukan secara koo:raktual maupun secara swakelola; 
C • SJ Menanda tangar,i Surat Pesanan untuk E- Purchasing. 
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I~ Melakukan evaluasi administrasl, telc'l!s da:i harga tethada~ penawaran 
yang masuk; 

(S) Khusos untuk ULP : 
a) MeJaksanakan E-Lelang Cepat dan E·Se!el<SI Cepat; 

!>) Menjawao sanggahan; 
Cl Menetapkan Penyedia Baraf19/Jasa untuk: 

I) Pelelangan atau Penunjut<an Langsung untuk paket Pengada3n 
sarang/Pekerjaan KonstruksV Jasa Lainnya yang oemilai paling tinggi 
Rp 100.000.000.000,oo (seratus millar rupiall);atau 

2:) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengada<>n Jasa 
Konsultansi yang bemilal paling tinggi Rp. 10.000.000.000,oo 
(sepuluh miliar rupiah); 

d) Menyerahkan salio1on Ookumen Pemmhan Penyedia Barang/Jasa kepada 
PPK; 

e) Menyimpan dOkumen as1, pe:,~U!ian Penyedia Barang/)asa; 
I) Menyampaikan laporan mengenai proses pengad""" kepada Keµla 

ULP. 
, Sela,n tugas pokok dan kewewenar,gan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hat 

di~r!uk«n ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK: 
a, perubahan HPS; dan/atau 
b. perubahan spesiflkasi ll!knls pel<erjaan. 

10) Anggota UI.P/Pejabat Pengadaan berasal dari pegawal negeri di nngkur,gan 
Pemerintah Kabupaten Bel<asi; 

:11 Otl<ecuall!<an dart kewiruan pada ayat (10), anggota UI.P{Pejabat 

Pengadaal1 pada instans lain Pengguna AP!lO selain Pemerintah 1<2bupaten 
Bekasi atau Kek>mpok Ma!>yarakat Pe!aksana Swakelola, dapat berasai darl 

bukan pegawa; negeri; 
12) oatam "al Pengadaan sarar.g/Jasa bersifat khusus dan(ata\l memerfut<.a;1 

keahlian ktlusus, UI.P/Pejabat Pengadaan dapat menggunalcan tenaga lhli 
yang berasal dart pegawai negeri atau SYlasta. 

'13) l<husus untuk Pejabat Pengadaan : 
a) Melaksanakan Pengadaan langsung dan Pen.Jjukan Langsung sampai 

dengan nilal Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah); 
b) Melak.sanakan proses E-PumaSing. 
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1) PA/~A menyusun Renama Urnum Pengadaan Sarang/)asa sesuai 

kebutuhan OPD masing·masing untuk tahun anggaran berikutnya atau tahun 
anggaran yang akan datang, dan rencaoa •Jmum pengadaan ini diselesai~.an 
psda tahun anggaran yang berjalan. 

(2) Hasil penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang{Jasa sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 13 ayat (l) akan menjadi bagian dar! RKA·SKPD untuk 
pembahasan di OPRO. 

Bagian Kectua 
l>enyusunan Rencana Umum Pengadaan 

Pasal 14 

Pereneanaan Pengadaan Barang/Jasa adala!l proses perumusan kegiat:an yang 
melip(Jtl prosedur set>agal berikut: 
1) Penyusunan Rencana Umum P«ngaoaan Barang/Jasa (RUP); 

(2) Pe.rsiapan pelaksanaan pengadaan barang/Jasa; 
(3) Persiapan pelaksanaan pemilihan pengadaan barang/jasa. 

8A.B v 
PERENCANAAN l'ENGAOAAN BAAmG{JASA 

Bagian Kesat.i 
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa 

Pasal 13 

l) Me.lai<u'lan pemet,i<saan setiap tahapan hasil pel<eijaan Pengadaan 

Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum ci.,_,n Kontrak; 
Q) Menerima has:! Pengadaan Barang Jasa setelah melalui pemeriksi.arJ 

pengujian; 
'3} Membuat clan menandatangani Serita Aal.ra Serah Terilna Hasll Pekerjaan; 
~) oalam hal pemeriksaan Barang{Jasa memerlukan keahlian teknis khus,,s, 

capat diber.tuk tlm/tenaga ahll untuk membantu :,elaksanaan tugas Panitia 

Penerima Hasil Pelt.erjaan. 

Bagian l<ellma 

Tugas dan Kewena<>gan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 
Pasal 12 



(7) Kegiatan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana dima!<sud 
ayat (3} huruf (d) di atas adalah PA(KPA menyusun KAK yang mendukung 
pelaksanaan kegia+.anfpe~erjaan yang paling kurang memuat 

a. uralan kegiatan yang akan dlla!<sanakan meUputl latar belakang, rnalL<,Jd, 
dan tujuan, lokasi kegiatan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang 

diperlukan; 

6\ Kegiatan penetapan kebljakiln umum sebagalmana dimaksud ayat {3) huruf 
(c) di atas adalah PNKPA menyusun dan menetapl<an Kebijakan Urrom 
meliputl: pemaketan pekerjaan, cara pengadaan barar.g/jasa, 
pengorganisasian pengadaan barang/jdsa, dan penggunaan produksi da1am 
negeri. 

~ Kegiatan penyusunan dan penetapan rencana penganggaran sebagalmana 
dimaksud ayat (3) huruf (b) di atas adalah PA/'IJ'A menyusan dan 
menetapkan rencaoa penganggaran pengadaan barang/jasa, terd;rt atas: 
biaya barangfjasa itu sendiri, blaya pendukung dan blaya administrasi yang 

diper!ukan untuk proses l)'!fl9adaan, sesuai dengan peraturan perundang· 

L-nciangan, dapat mencakup: hQnorarium, biaya penggandaan dokumen 
per,gac!aan, blaya wrwy, blaya pemasangan, biaya pengangkutan, biir1a 

pefatihan dan lain-laln. 

b. penyusunan dan penet;,!pan rencana penganggaran; 

c, penetapan kebljakan umum; dan 

d. penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). 

~ or.eg,atan !dentifikasi dan anafisis kebutuhan sebagairnana dimallsud ayat (3) 
"UUf (a) di atas ada!ah PA/l<J>A mengidentililcasi kebutuhan barangijasa 
;ang d!perlukan untuk in:,tansinya sesuai Rencana Kerja Pemerintah Oaerah 
(AAPO). Oalam mengidentifikasl kebututian barang/jasa, PA terlebih dahulu 
menelaah kelayakan barang/jasa yang telah adafdimilikl/dlkUasai, atau 
rrwayat kebutuhan barangfjasa dari kegiatan yang sama, .;rtuk mernperc,lal 
l<ebutuhan riii. 

a. ldentifikasi dan anatlsts kebutuhan; 
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1} Aft.PA. mengumumkan Rencana Umum Pengacjaal1 Barang/lasa secira 

"<OOk..l kepaca masyarakat k£s, sell!lah rancangan peraturan daerah 
':entang AP80 yang merupal<iln rencana keuangan tahunan l'em<!rintah 
Oaerah disetujui bersama olen Pemerir,tah Daerah dan DPRD· ' 

C2. 'i'J.JKPA sebagaimana dimal<sud pac1a ayat (1) rneng,.rnumkan - 

Rencana umum Pengadaan, apabila tercapat perubahal1/penambahan DPA; 
(3. !Si !'eng1..>muman Rencana Umum Pengadaan Barang/lasa OPD sesuai 

dengan aplikasl Sistem lnformasl Rencana Umum Pengact.,atl (SffiUP); 
l ~ Pengumuman Rencana umum Pengadaan dllakulcan dalilln website 

Pemeriotah Kabupaten BeJcasi dan papan pengumuman resml untuk 
masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional mela!ul LPSE; 

5) DPD dapat mengumumkan rencana pelalcsanaao Per,gadaan Baranol .lasa 
~ang kontraic;nya a.an dilaksanakan pada tahun anggararan berilcutnya atau 
tahUll anggaran .yang akan dating; 

(&) PelakSanaan pengadaan barang/jasa dapat dllaksanakan sebeum Reno,na 

Umum Pengadaan diumumkan untuk pekeijaan yang tldak dapat ditunda di 

illval tahun anggaran atau pekeijaan rut:in yang hams tilaksal'.akan ciaWal 
tahun. 

Bagian Ketlga 

Pengumuman Reocana umum Pengadaan 

Pasal 15 

II. ,:alCu yang d1pel1u1<an ~.im melalcsana,cao keg!a::anf~ tersebut 

:,:dal dan pengtMIJ'..nan, r..ocana pengadaa,i sampal c"---.an penyearan 
~Jasa; 

c. ~'il<aSi teknls barang/Jasa yang akan diadakan; dan 

~ besamya total perkiraan biaya pekerjaan termasuk kewajlban pajak yang 
harus dibebanl<an pada keg;atan terseb<lt 



O) PA/KPA menyerahl<an Rencana Umum Pengadaan seoogalma.11<1 almal(sLid 
paca pasal 15 ayat (1) kepada PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan yang terd"lrl 

dart: 
a. keOijakan umum pengadaan yang mcliputi: 

1) pemaketan pekerj3an; 
2) cara pelaksanaan Pe;igaclaan; 
3) pengorgarisasian pengadaan; clan 
4) penetapan penggunaan produk clalam negeri; 

b, rencana penganggaran biaya pengadaan serta blaya pendukungnya; 

c. Kerangl<a· Acuan Kerja (KAK). 
(l) Pengkajian ulang Rencana Umum Pengaclaan dapat dilakukan melalui rapat 

koordinasi dengan ketentuan PPK mengundang UlP/Pejabat Pengadaan clan 

nm Tekr.is untuk r:iembahas Re11eana Umum Pengadaan; 

(3) Pembahasan Rencana umum Pengadaan menputi: 
a. Pengkajian Ulang Kcbljakan Umum Pe<1gadaan, PPK dan UlP,'Pejallat 

Pengadaan tianya melakukan pengka~an ulang temaclap pemakeian 

peker',a.en; 
b. Pengkajian Ulang Rencana Penganggaran Biaya Pengadaan. PPK dan 

ULP/Pejabat Pengadaan n,elakukan pengl<ajian ulang rencana 
penganggaran biaya pengadaan yaltu biaya paket pekerjaan dan biaya 

pendukung pelaksanaan pengadaan; 
• c, Pengl<ajian Ulang KAK. PPK dan ULP/Pejabat Pengacla>n mengkajl ulang 

KAI< yang sudah ditetapkan oleh PA/KPA. 
(<I} Rapat koo<dinasi yang dituangt;an datam Belita Acara, def19<111 ketentuan : 

a. ApabUa ?PK can ULP/Pejahat Pengadaan sepal<at unl:uk irengubah 
Rencana umum Pengadaan, perubahan tersebut dlusu!lcan oleh PPK 
kapada PA/KPA untuk ditetapkan kemball; 

b. Apabila terdapat perbedaan pendapat antara PPK dengan ULP/Pejabat 
Pengaclaan ten<zit P.encana Umum Pengadaan maka PPK mengajukan 
permasalahan ini kepada PA/KPA untuk diputuSl<ao; clan 

c. Putusan PA/KPA bersifat final. 

Sagian Keempat 
Kaji U!ang RE!flcana Umum Pengadaan 

Pasal 16 
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l) PelaJ<sanaan Pengadaan Swakefola tetdlri atas : 
a. Pelaksanaan swakelola oleh OPO Penanggungjawab Anggaran; 
b. Pelaksanaa.'1 Swakelola oleh lnstansl Pemerintah l.lil\ Pe!aksana 

Swakelola; 
c, Pelaksanaan Swakelola oleh Kelom;xik Masyarakat l'Elaksana SWakelola. 

(2 Pe<stapan Pelaksanaan Pengadaan Swakelo!a sebagaimana climaksOO ayct 
11) huruf (a) adalah sebagal berikut: 
a. OPD menyu~n daftar kebutuhan dan kegiatan yang akan dilaksanakan 

dengan cara Swakelola; 
b. Pembentukan Tim Swakelola, dengan ketentuan Tim Swakelola dapat 

terdiri dari Tun Perencana, llm Pelaksana, dan Tim Pengawas. Tim 
tersebut cliangkat Oleh PA/KPA/PPK sesuai (.engan strul<tur organisasi 
Swakelola; 

c. Penyusunan Jad\val Rencana PelakSanaan Pekerjaan. nm Perencana 
membuat jadwal rer.cana pela1<.sa,1aan pekerjaan berdasarkar, ketx,tuhan 
waktu pelaksanaan pekeljaan dalam KAK; 

d. PenyuStJnan Rincian Biaya Pekerjaan; 
e. Penyusunan Gambar Rencana Kerja dan Spesifikasi TelcniS (bila 

dlperlukan); 

Bagian Keenam 
Persiapan Pe!aksanaan ?engadaan Barang/Jasa secara Swakelola 

Pasa! 18 

1 . Pel'siapan pelal<sanaan peogadaan barang/Jasa sebagaimana climal<sud 1--ooa 
Pasal 13 ayat (2) merupakan proses perumusan kegiatan yang dimulal dari 
l)E!l'l'ferahan Ookumen Rencana Umum Pengadaan Barang/J&sa oleh PA/KPA 
~epada PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan sampai deo,gan ditetapl<anrT(,I 
Ookumen Pengadaan Barang/lasa; 

Z,- l'elsiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dapat dibeda'<an 
berdasarkao cara pelal<sanaan pengadaan Barang/jasa, yaitu: 

a. Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara 5wake!Ola; 
b, Persiapan Pe!aksanaan Pengaclaan Barang/Jasa melal\Jl Penyeasa. 

Bagla.~ Kelima 

Persiapan Peldksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
Pasal 17 
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f. Pe,1'),.'113n Rerlcar.a Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja. 
(3) Pelslapan Pelaksanaan Swal<e!ola oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana 

Swilkeiola S<?bagilimana dln-.al<sud ijyat {1) huruf (b) adillah sellagal berikut: 

a. OPO menyusun claftar kebUtllhan can kegiatan yang akan dllaksanakan 

dengan cara Swakelol3; 
b. PNKPA rnenawarkan secara tertulis kegiatan SwakelOla kepada instansi 

pemerintah lain yang diyal\ini mampu, dengiln melampirkan t<AK. jadwal 

pelaksanaan dan rtncian anggaran !>iaya; 
c.. Penyampaian Kl'.K can RAS dlmar.sud dapat dilakukan sebelum tahun 

anggaran d•mula; jika RAB dlmal<sud akan dituangkan ke dalam clolwmen 
,mggaran; 

d. Instansi pemerintah lain te!'Sebut mernpelajari KAK, jadwal pelaksanaan 
dar. r.ndan anggaran biaya; 

e. Apabila PNKPA clan pihak lnstansi pemerintah lain ter-..ebl.'t sepakat, 
c!apat dlbuat oast.ah kerja sama atau Nata Kesepahaman mengenal 
pefal<sanaan pekerjaan Swakelola; 

r. PPK mel'lgadakan Kontrak dengan Peialc:sana Swakelola pada lnstansi 
Pemerintah lain Pelal<sana Swakefola, berdasarkan Nota Kesepahaman; 

g. Kontrak Swakelola panr,g kurar.g berisi: 
l) Para pihak; 
2) Pol<ok pekerjaan yang diswakelolakan; 
3) Nilai pekerjaan yang di$Wakelolakan; 
4) Jangka waktu pelaksanaan; clan 
S) Hak clan kewajlban para pihak. 

n, Pembentukan Tim Swakelola dengan kewlbJan Tim Swak.eloia dapat 

terdiri dari lim Perencana, Tim Pelal<sana, dan Tim Pengawas; 
,. Penyusunan Jadwal Rencana Pe'.aksanaan Pekerjaan. Tim Pe!'encana 

membuat Jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan berdasarkan ket.utuhan 
waktu pelaksanaan pekerjaan dalam KAK; 

,. Penyusunan Rincian 6iaya Pekerjaan; 
k. Penyusunan Gamoar Rencana Kelja clan Speslfikas! T ek.'lis (bila 

dipertukan); 
c Penyusunan Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga t',erja • 
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Bagian Keti.iuh 
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

Melalui Penyed!a 
Pasal 19 

""'Y. men,'\lsun Rencana Pelaksanaan Pengadaan scsual dengan r.asll kaji3n 
=.aicana Umum Pengadaan, sebagaimana dimaksud pacla Pasal 16 ayat (2) yang 

-,,e!,puti: 
_ Spesifikasi Teknis; 
2. Hatga Perkiraan Ser,c!lrl (HPS); 

3. Rancangan Kontrak. 

, ) Persiaoan Pelaksanaan SwaY.elola oleh Kelompok Masyaralcat Pela!<sana 
Swa!<.eklla sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (c) adalah sebagai berikut 
1,. OPO menyusun kegiatan ciao sasaran yang akan dilaksanakan dengan 

cara SwakelOla, berclasarkan hasil !!Vafuasl atas usulan dart Kelornpok 

Masyarakat; 
o. pengadaan barang/jasa hanya diber,kan kepada KelOmpok Masyarakat 

yang mampu melal<Sar.ikan pekerjaan secara tel<nis; 
c. ?NKPA tJertanggung Jawab ternadap penet:apan KelompQk Ma.5Yi1rakat, 

termasuk sasaran, tujuao dan besaran anggaran Swakelola; 
c, pengadaan pekerjaan konstrul<sl hanya dapat berbentuk rer.abilitasi 

' sede;t.ana clan renovasl sedertlarlil, antara lain: pengecat.!n, 
pembuatan/pengerasan Jalan lingkurigan; 

e. Konstruksl banguren baru yang tidak !.edemana, dibangu.~ cleh OPO 
untuk selanjutnya diserahl<an kepada kelompok masyarakat sesuai 
denga!l peraturan perJndang-und>lngan. Oefinlsl l<onstruksi sedema.na 
mengacu kepada peraturan perunc:lang-undangan di bidar.g konstrul<si; 

' P9K membuat i<on:rak pelaksanaan pengadaan SwakP.lola dengan 
oenanggung Jawab Keklmpok Masyarakat; 

g. pernoentukan Tim Swakelola; 
~ Penyusunan Jadwal Rencana l'elaksanaan Pekerjaan. 1im PE,rencana 

rr.embuat jadwal rencar.a pelaksanaan pekerjaan beroasarkan l<ebutuhan 
waktu pelaksanaan pekerjaan dalam KAK; 

• Penyusunan Rlnclan Biaya Pekerjaan; 
Penyusunan Gambar Rencana Kerja dan SpesjfikaSi Teknis; 

1:c Pe<'lyunan Rencana Pengadaan can Kcbutuhan Tenaga Kerja. 



(1) HPS sebagaimana Pasal 19 angka 2 merupakan total harga yang 
diperkirakan cukup untuk membiayai pe!<erjaan yang akan dilaksanakan 
dalam pengadaan barang/jasa, clan ditetapkan oleh Pl'K, lceeuafi untuk 

Baglan KesernbiJan 
Penyusunan clan Penetapan Harga Perkiraan 5endiri (HPS) 

Pasal21 

1) Dalam proses penyusunan rencana umum Pengadaan Barang,'Jasa, PA 

menyusun dan meoetapkan Kerangta AaJan Kerja (KAI<) yang di datamnya 
keoutunan Speslfikasi Barang/Jasa yang akan diadakan, yang setanjutnya 
mer.jadi dasar bagi !'PK unruk menjabarkan menjooi Spcsifil<asl Teknis 
Rencana Pelak..sanaan Pengaclaan, 

2) Ketentuan Umum PenyusJnan Spesifikasi Tel<nis scilagalmana d:maksud 
pada Pasa! 19 angka 1 adalah sebagal berikut : 
a. Spesifil<asi tekniS adalah peisyaratan tekniS yang ha= cfipenuhi oteh 

penyedia barang/Jasa dan/atau pelaksana swakelola, dalam 
melal<sanakan pengadaan barang/jasa, yang mellpoti: barang, pekerjaan 
konstrukSi, jasa konsultansi dan Jasa lalnnya; 

b, Da!am menyusun clan menetapkan spesifil<asi teknis barar.g/jasa, dllaraf'II 

menc.antumkan krlteria tertenru yang be>sfat diskriminalif, sehingga 
dapat menimbulkan pe(Saingan yang tidak sehat di antara penyedia 

barang/jasa dalam proses pemili~.an Penyedia Barat)!'flasa; 
c. PPK menetapkan spesffikasi te!<nls barang/jasa, dengan rneaku!<an kaji 

ulang terhadap spesifikasi teknis yang telah ditelaj)kan oleh PA, clan lebih 

memerind dan menyesualkannya dengan persyaratan/ketentuan barang/ 
jesa yang diperlukan/yang akan diadakan, serta pertimbangan terfladc,;:> 

kondisi nyata d1 la!)ilngan; 
d. Apablla dipe~ukan, PPK dapat mengusulkan perubahan spesifikas! tcknis 

barang/jasa yang akan diadakan/dilakSanakan kepada PA untuk 

ditetapkan. 

Bagian Kede!apan 
Penyusunan dan Penetapan Spesifikasi T-.: ; 

Pasal 20 

• 20 • 
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• oengan mempertlmbangt.an informasi yang meliputi: 
a. lnformasi biaya satuan yang dlpublikasikan secara resmi ole.~ Badan 

Pusat Statistik (BPS); 
b. lnicrmasi biaya :sau;an yang dipubiil<asikiln secara resml oleh asosiasi 

terkalt dan somber data lain yang <lapat dipertanggungjawabi<an; 
c. Daftar biay;,/tarif barang/ja'.a yall\j dikeluarkan oleh pabrikan/distn'tlutor 

tunggal; 
d. Slaya kcntrak sebelumnya atau yang se.dang berjalan <lengan 

mempertimbangkan faktor perubahan Olaya; 
e. lnflasi t.hun sebelumnya, suku bunga berjaian dan/atau kurs tengah 

S.1nk Indonesia; 

Koraes/Sayembara dan Pengadaan Langsung ,-.sng menggunakan blM.i 

pembehan; 
12· Pol:ja ULP/Pejabat Pengadaan mengumum1<an nilai total HI'S berdasarl<an 

HPS yang ditetapkan oleh PPK; 
3) Nl!al total HPS be~irat te.rbul<a clan tidak rahaSla; 
4) rmai total HPS sebagaimana terset>ut di atas adalah hasil perhitungan 

seluruh volume pe!<erjaan dikalil<an dengan Harga Satuan ditambah dengan 
seluruh beban pajak dan keuntungan; 

, HI'S ditetapkan paling lama 28 (dua puluh delapan) ~-r1 kerja sebelum 

batas akhir pemasukan penawaran untuk pemillhan dengan 
pascakuallfii<aSI, atau pali119 lama 28 (dua puiuh delapan) ~.ari ke:ja 
seoe1um batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu 
lamarwa proses prakualifikasi untuk pemirlhan dengan prakualifikasi; 

" Dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa, ULP/Pejabat Pengadaan 
menggunakan HPS sebagai: 
a. Alat untuk menilal kewajaran harga penawaran termasuk rindanrr,.a; 
b. Oasar untuk meoetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untul< 

Pengadaan Barar,g/Pekerjaan Konstruksif]asa Lainnya dan Pa1gadaan 
Jasa Konsultansi yang menggunakan metode evaluasi Pagu Anggaran; 

c, easer untuk menetapkan t,esaran nllal Jamina"I Pelal<Sanaan bag( 

penawaran yang nilainya lebih rendah dart 80% (delapan puluh 

perseratus) nilai total HPS. 
r HI'S bukan. sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian Negara; 
~ Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pesar setempat, ya~g 

dlpero!eh berdasarkiln hasil sur,'<li menjelang dilaksanakarmya per.g;ld.lan, 
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f. Has:! pe:t)andingan dengan K.ontrak sejenis, baik yang cfilaiwk2n dengan 
lnstansl lain maupun pihalc ialn; 

g, Pemraan perhitungan bla.ya yang dilakukan olell konsultan perenc::ana 
( engineer's estimate); 

h. NClrma indeks; dan/atau 
I. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawa!lkan. 

9' HPS disusun dengan memperhitungkan keuotuflgan dan boaya o'l&flea(f 

yang dlanggap wajar; 
!OJ i<ompooen biaya catam penyusunan HPS 

a. HPS untuk Pengadaan &.rang yang terdiri dari beberapa uns,.,r/ 

kompooen blaya, me!iputi: 
1. Biaya untuk barang yang akan dladakan; 
2. Biaya untuk pemasangan (termasuk untu.'< komponen peralatan yang 

digunakan); 
3. 6iaya untuk transport..--s,, termasuk untuk tranzpcxtaSi lol<;,l dan 

pemindahan barang (apabila diperlukanj; 
4. Blaya untuk asuransl barang dan tenaga kerja yang diperiukan; 
5. Biaya untuk pelatihan cara pengoperasianfpenggunaan clan cara 

pemeliharaan (apabi!a dipertukan); 
6. Biaya untuk pajak yang wajib dibayar/yang menjadi tanggwigannya 

(PPn). 
b. HPS untuk Pengadaan Pekerjaan Konstrul<SI yang terdlri dari beberapa 

unsur /komponen biaya, meliputi: 
1. Biaya untuk pekerjaan persiapan, yang meliputl: 

a) Mob,Usasi peralatan/tenaga kerja; 
b) Pemasangan pa pan nama proyek; 

c) Pengadaan gudang bahan/llarak kerja; 
d) Pembersihan lapangan yang berslfat rtngan ( cleiJn up); 
e) Penyiapan akses jalan menuju lol<asl pekerjaan (apabila 

diperlukan). 
2. Biaya untuk melaksanakan pekerjaan konstrul<si, yang meliputi: 

a) Biaya untuk rnelaksanakan pekerjaan konstrul<si, dihitung 
berdasarkan volume/Jumlah seiurul1 item pekerjaan yang akan 
dilaksanakan terrnasuk untuk pemberslhan lapangan{ /and clearing 
(apabila diperiukan) dan harga satuan pekerjaan untuk masing­ 
maSing item pekerjaan; 
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mendukung pelaksanaan pekerjaan layanan jasa konsuttansi 
seperti yang tercantum dalam KAI<, termaS\Jk untuk keg,;,tan dan 
kebutuhan bahan serta peralatm yang be!Sifat fum!}Sl.lm (Ian{ 
a:au at cost. 

d. HPS untuk Pengac!aan Jasa Lainnya, meliput : 
1. KOl'r\pOnen biaya untuk pengadaan jasa lainnya, meliputi: 

a) Siaya pengadaan bahan/material yang diper1ukan, temiasuk 
ur.tuk peralatan bantu keija; 

b) Biaya pengadaan tenaga/upah kerja temasuk untuk te,,aga 
terampil yang dipertukan; 

b) Biaya unwi< meJakSaMkan peke,jaan kons!ruksi sudah tennasuk 
untuk penerapan manaJemen K3 Koostrulcsi dan bia'/a untuk 
pemellharaan pekerjaan konstruksi sa,npai c:lengan di!akukan 
serah terima ak.'1ir pekerjaan (final Hand(Ne,-/FHOJ. 

c; HPS untuk Pef1,1<1:»an Jasa KonSu1tansl yang terdt.l dari be!lerapa 
unsur/komponen biaya, meliputi: 
1. Biaya l~ngsung personil (remune!'l!Si) 

a) Blaya untuk pengadaan tenaga ahll (professloni11 st;Jff'i, asisten 
tenaga ahli ( sub professi<Jna/ st;Jff) dan tenaga pendukung 

(supporting staff'); 
b) Biaya langsung personil dihit1mg berdasarkan jumlah orang bular. 

( man,montfl) dar i maslng·maSing tenaga allli, asiSten teroga ahli, 

can tenaga pendukung yall\j diperlukan; 
c) Harga satuan untuk blaya tenaga ahfi, asisten te,,aga ahfi 

ditentukan berdasarkan tinglcat pendidil<an dan lamanya 
pengalaman sesuai bidang keahfian maslng-maslng tenaga ahli, 

dan mengikuti harga pasar. 

2. Biaya langsung non p,!rsonil 
a) S!aya langsung non personil, merupakan blaya unwk l<e!lutuhan 

perjalanan dinas, biaya untuk sewa kendaraan, sewa kantOr, 
penggandaan dokumen, 0<aya pengiriman dokumen, biaya untuk 
komunikasi; 

o) Biaya langsung non pelSO!lil dihltung .. _rdasarl<an hasi1 
identifikasl ternadap kebutuhan barang/jasa, yang mempakan 
kebutuhan perslatan dan bahan yang diperlclcan untuk . 



I' PPK sesuai kewenangannya, men~n Je.~is Kontrak Pengaoaa,, Barangf 

Jasa, yang terdiri Clari: 
a. Kontrak berdaSilrl<an cara pembavaran, sebagal berilwt: 

I. Kontrak Lumpsum; 

2. Kontrak harga satuan; 
3. Kontrak gabungan dan harga satuan; 
4. Kootrak persentase; dan 
5. Kontrak ~ima Jadl ( Tumkey). 

b. Kontrak ber:lasarl<an pcmbebanan tahun anggaran, yang terdlri dan: 
1. Kontrak tahun tunggal; 
2. Kontrak tahun jamak. 

c. Kontrak berdasarkan sumber pembiayaan, meliputi: 

1. Kontrak pemt>ill'faan tung92I; 
2. Kontrak pembiayaan bersama; 
3. Kontrak payung. 

d. Kontrak berdasarkan Jenis pekerjaan, meliputl: 

1. Kontrak pekerjaan tunggal; 
2. Kontrak pekerjaan terint@.grasi. 

Bagian Kesepu!uh 
Rancangan Kontrak 

Pasal 22 

2. Prestasi kerJ<lltargel pe!<e,jaan yang harus di!aks2nak2n/ 

dlselesa!kan, dapat dihitung atas dasar sebagai berikut: 
a) lumlah pe,sat,.1an luas {m,) untuk ruangan kantor/ bangunan 

yang harus d1selesai!<an 1alam sehar1 selama 1 (satu) tahun 

anggaran atau 12 (dua belas) bulan, dengan krtteria/ persyaratat'I 
teknls yang ditetapkan. Sebagai contoh : pekerjaan layanan 
pembersihan ruang kantor (delJl1ing sendce); 

b) tavanan untuk kebutuhan 1 (satu) orang per-tiarl, untuk 
sejumlah Orafl9 yang harus dipenuhl/(lllayani, selama l (satu) 
tahun anggaran atau 12 {dua belas) bulan, dengan kriteria/ 
persyaratan tel<nis yang ditetapl(an. Sebagai contoh: pekerjaa:i 
layanan pengadaan makanan (lasa boga) untuk kebutul,an rumah 
saktt pemerlntah. 

-24- 
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1) ~iapan Pelaksanaan Pemilihan penyetll3 Barangf)asa, sebagaimana 
aunai<sud pada Pasal 13 ayat (3) meliputi: 
a. Metcde pemllihan Penyedia Barang)Jasa; 
e, Metode penyampaiar. penawaran Penyetlia i!arang/Jasa; 

c, Metode evaluasi penawaran Penyecf,a Barang/Jasa; 
d. Metode penUalan kuafifikasi Penyedia Barang/Jasa; 
e. Penyusunan jadwal pelaksanaan pemllihan Petlyedia Barang/Jasa; 
f. Penyusunan dokumen pengadaan Barang/Jasa. 

sagian Kesebelas 
P~apan Pelaksanaan Pemmhan Penyetlia Barang/Jasa 

Pasal 23 

2) &JI(!) oe:;ar1jlan ~n ten:!iri dan: 

i. 8UkD pembayaran dapat dlgunakan untuk ~--Jadaan langsung 
Barang/Jasa lainnya yang nilainya sampai dengan Rp. 10.000.000,­ 

seouluh Jtt.a rupiah); 
, 1'.U,tans, dapat digunakan untuk pengadaan langsung Barang/Pel<erjaon 

Kons!rul<si / Jasa lainnya dengan nilal sampai dengan Ro. 50.000.000,­ 
(wna puluh juta ru~sah); 

3. Surat Perintah Kerja (SPK) dapa~ d;gunakan untuk Pengadaan Langsung 
Sarang/Pelc.erjaan Koostrul<si/Jasa Lalnnya dengan nilai sampai dengan 
Rp. 200.000.000,· {dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi sampai 

dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); 
4. Surat Pe<janjian digunakan untuk Pengadaan Barang/Pel<er',aa1 

Konstrul<sVJasa lainnya dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,· (dua rat,~ 

]Uta rupiah), can untuk Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp. 
50.000.000,· (lima pu!uh jutl rup;at,); 

5. SUrat Pesanan di pergunakan untuk pengaclaan barang/jasa melalui 

melalui E·Purchasing clan pembelian secara online. 
fl ?es;etapan jenis kontrak beraasarkan kriteria pengadaan dengan 

memperhatikan ketentuan jerus l<ontrak dalam Pcraturan Presiden Nomor 54 
Tali.in 201 O tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah besert3 

oerubahannya. 
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ll Pl'1< meogajuKan permohonan pelaksanaan peogadaan barang/jasa kepad:a 

uJ'/PeJabat Pengadaan; 
(2) Permohonan pelaks.lnaan pengadaan barang/jasa sebagalmana difTlal(sud 

;iada ayat ( 1) di!eng~api dengan : 
a. Surat Permohonan yang <litandatanganl oleh Pl'K; 

o, Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP), yang te<dir1 dari: 

l. Harga Perldraan Sendiri (HPS); 
2. Spesifikasi Teknis (serta gambar jika ada); 

3. Rancangan Kontral<.. 
c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA); 
d. Re.-.cana umum Pengadaan (RUP) yang memuat KAI<; 
e. Surat Keputusan Pengangkatan PPK yang c!itandatangani oleh PA/rJ>A. 

3· Prosedur permohonan pemlllhan penyedia barang/jasa ~mana 
terlampir di dalam peraturan lni. 

BAB VI 
TATA CARA PERMOHONAN PEMIUHAN PENYEDIA 

Pasal 24 

{1 PeneCpan metode pelaks.lnaan pengadaan melalui penyedla barang/}as? 

oeroasarl(an l<nteria pengadaan derigan mempematil<an kerentuan metode 
dalam Peraturan Presi<w.l Nom<>r 54 Tahun 2010 tentang Peogacla-Jn 
Barartg/JaSa Pemerintan beserta p<>.rubahannya; 

() ProseS pemlllhan penyedia pengadaan barang/Jasa pemenntah diiak!Jkan 
secaia elektrollik. Pengadaan barang/jasa secara elektronil< dilakul<an 

oengan cara E-Tendering atau E-Purchasing; 
_. CPO mempergunakan Slstem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secera 

Belctrornk yang d\kembangkan oleh LKP0• Ketentuan ;._;;ih laajut tentang 
l'engl!daan sarang/Jasa Pemerintah secara elektronlk mengacu kepada 

Peraturan yang ditetapkan oleh U<PP. 
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~ merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Clmana peke,1aamiya 
di.., ICallilkan, dikerjakan, danfatau c!lawasi sendiri oleh OPO set,agai 
~.-,ab anggarar,, lnstansi pemerintah lain, danfatau kelompok 

-~<at; 
~ yang dapat dilakul<an der.gan Swal(ejola meliputl; 
• ~ yang be:tujuan untuk meningkat1<an kemampuan dan/atali 

::'lffilatl~tkan kemampuan tel<nis sumber daya manusia, serta sesu2l 
denQar. tuga; dan fungsi OPD; , 

:: ;;,e,:e,)aan yang operasi dan peme!iharaanoya memerlukar. partisipasi 
langSl.Jng masyarakat setempat atau dikelola oleh OPD; 

c.. Pe>.erjaan yang dllihat dari segi besaran, sifat, lot.Isl atau pemt,,ayaannya 

;,dak diminati cleh Penyedia Barang/Jasa; 
c, Pekel)aan yang secara rinci/detait tidak dapat dihitu.'1g/ditentul:iln ter1e!Jl.h 

oahulu, sehingga apablia dilaksanakan oleh Pe!l',edla Barang/Jasa akar. 
menunbulkan ketidakpastian dan riSil<o yang besar; 

e. Penyele'lggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokaka,ya atau 

perr,'U!uhan; 
• Pekeljaan untuk proyek percont.ohan (pilot projee(J dan sutvei yang 

bel'Slfat khusus untuk pengembangar. tel<r.ologi/metode kerja yang belum 

(lapat dilaksanakan olell Penyedia Barang/Jasa; 
; Pel(erjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemer'.nt'.h, 

pengujian di labo<atorium, dan pengembangan system tertentu; 
"- Pekerjaan yang bersfat rahasla bagi OPO yang be<sangkutan; 
.. Pekerjaan Industri Kreatif, inowtif, dan budaya dalam negerl; 

j. Penelltlan dan pengembangan dalam negerl;dan/atau 
k. Pekerjaan pengembangan ir.dustri pertahanan, industry alutsista, dan 

indus:rl almatsus dalam negeri. 
f3' Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan, penyerahan, pelaporan, clan pertanggungjawaban pe!<erjaan; 

eABVll 

PEL.AKSANAAN PENGADMN 
Bagi,m kesatu 

'1etOde Pelaksanaan Penga<!aan Barang/Jasa MelalUi SWake!cla 
Pasal 2S 



<4) Pemillhan Penyedia Jasa Lainnya dilakukan dengan: 
a. Pelelangan Umum; 
b. Pelelangan Sederhar.a; 
c. Penunjuiain Langsung; 
d. Pengadaan Langsung; atau 
e. Sayembara. 

(5) Pemilihan Penyedia Jasa Konsullan dilakullan dengan : 
a. Seieksi Umum; 
b. Seleksl Sederhana; 
c. Pengadaan L.angsung; 

(3) Pemllihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan: 
a. Peleiangan Umum; 
b. Petelangan Terbatas; 
c. Pemilihan Langsung; 
d. Penunjukan Langsung; atau 
e. Pengadaan Langsung . • 

a. Pelelangan Umum; 
b. Pclelangan Terbatas; 
c, Pelelangan Sederhana; 
d. Penunjukan Langsung; 
e. Peogadaan Langsung; atau 
f. Kontes. 

11 Kelompok Kerja ULP(PejalJat Pengadaan menyus,.m dan menetapkan :nelllde 
pemllihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/)asa Lainnya; 

2) Pemmr.an Penyedia Barang dilakukan dengan: 

.c) ~" mela!t:i Swalr.eloo dapac!Uakukan oleh: 
a. OPO Peoanggong Jawao Anggaran; 
b Instansi Pemerintah I.Jin Pelaksana SwakelOla ;darl/atau 
c, KeJompok Masyarakat Pelaksana Swakelola. 

s; PA/KPA rnenetapkan Jenls pekerjaan serta pihak yang akan melaksanakan 
Pengaclaan Barang/Jasa secara Swakelola. 

Bagian Kedua 

Metocte Pelal<S:!naan Pengaoaan barangflasa Me!alt!i Penyedia 
Pasat26 



• Pengadaan Langsung pel<erjaan pengaaaan Barong/Pekerjaan Konstruksi/ 
lasa L.alnnya sebagaimana pasal 26 dapat dilaksanakan :.intuk pengadaan 

ll2ll9 nllalnya sampai clengan Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah); 
i l>eooadaan Langsung pekerjaan Jasa Konsultansi sebagaimana pasal 25 ayat 

(5) butir c dapat dilaksanai<an untuk pengaclaan yang nilainya sampai dengan 
Rp. 50.000.000,00 ( lima pu!uh j•Jta rupiah); 

., Proses Per.gadaan Langsung BarangJJasa Lainnya dllakubn sellagai oonkut 
a. Pembelian/pembayaran langsung kepada Penye:f,a untuk pe,1gadaan yans; 

menggunakan bul<ti pembellan atau kultansi, mefiputi antara lain: 
!. Pejabat Pembuat Komltmen memerlntahkan Pejabat Pengadaan untuk 

melakukan proses pengadaan langsung; 
2. Pejabat ~an dapat menugaskan seseorang untuk meiakukan 

proses pengadaan langsung ur.t>Jk barang/jasa lainnya yang harganya 
s:.,dah past! dan Udak bisa dinegosiasi sekurang-kurangnya meliputi: 

a) Memesan barang sesuai dengan ketlutuhan atau mendatang! 

langsung ke penyecl1a barang; 
b) Meiakukan transal<Si sampai e151gan Rp. 50.000.000,· (llma puluh 

juta rupiah); 

c) Menerima barang; 
d) Melakukan pembayaran; 
e) Meflerima bul<ti pembelian atau kuitansi; 
f) Melaporkan kepada Pejabat Pengadaan. 

Bagian KeliQa 
PE!flgadaan L.angsung 

PaSal 27 

:j. Penun)Ulcan Langsung; 

e. Sayembara. 

o ".onteS/S,)yembara dilakukan khusus ~ntuk pemHihan : 
a Penye(!ia Barang/Jasa Lalllnya yang merupakan hasil; 

::i. 11>:luStrl 1<reatif, ioo,atlf, dar. budaya dalam negeri. 

(7' 1'elaksanaan pengadaan secara elektronik menggunakan : 
a E-Ten<:-enng; 
e, E-Pllr&.asing; atau 
c, E-ll!lang/E - Seleksl cepat, 

- 29 • 
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't) Penunjukan LangsuJ1!l terhad.ip l (satu) Penyedia Barang/Pekerjaa,1 
Kt.>nstrukSi/Jasa lalnnya se!Jagalmana pasal 26 dllakukan dapat dilakuk,m 
dalam ha!: 
a. Keadaan tertentu; 
b. Pengadaan Barang kh~SUs/Pel<erjaan Koostruksl khUSUS/ Jasa Lalnrr,a 

yang berslfat knusus: dan/atau 
c. Pengadaan Barang melalu1 E - Purchasing. 

{2} Penunjukan Langsung dilakukan dengan meogundans : (satu) Penyed",a 
Barang/Pel<erjaan KcostrukW)asa Lainn'la yang dinilal mampu melakSanakan 
pekerjaan dan/atau memenuhi kuafifikasi; 

13} Penunj~kan Langsung dilakukan dengan negosiasi bail< teknis mau!l'Jn harga 
sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang !:>erla".u dan 
secara teknfs dapat dipertanggungjawabl<an; 

M) Ktiterla keadaan_ tertentu yang memungldnkan dilakukan Penunjukan 
Lan-Jsung terhadap Penyedia Barang/Peketjaan l<onstrukSV)asa laiMya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a, me4iputi: 
a. Penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelurnnya don waku 

penyelesalan pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk: 
l. Pe:tahanan negara; 
2. Keamanan dan ketertiban masyarakat; 
3. Keselamatan/perlinoungan masyaral<at yang pel.lkSanaan 

pekerjaannya tldak dapat ditunda/harus dilakukan se;:era, tennasuk: 

a) Akibat bencana alam dan/atau bencana non Al2lll dan/atau 
bencana soslal; 

3. Pejabat pengada<!.~ tidak dapat lll"...mertntahkan seseorang dalam 
proses peogadailn barar,g/jasa lainnya yang h-~Jnya lll.aslh dapat 
dioegos!asl; 

4. Pejabat Pengadaan menellti dan mempertanggungja.,,abkan proses 
pengadaan langsung; 

5. Pejabat Penga<laan meoyerahkan bukti pembe!ian atau kuitansi 
kepada PPK. 

Bagian Keempat 

Penunjukan Langsur.g 
Pasal28 
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diperhitungkan sebelumnya ( unforeseen a:,ndition); 

c. Barang/Pekerjaan KonstrukSi{Jasa Lalnnya yang be, sifat kompleks yang 
hanya dapat dilal:sanakan dengan penggunaan te1<llologi klli.lSUS lliln 
hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu; 

d. Barang/Jasa yang sudah terdatfar di E· Catalog LI<PP; 
e. Sewa penginapanfhotel/ruang rapat yang tarlfnya terbula> dan dapat 

dlakses oleh masyarakat; 
t. Lanjutan sewa gedung/kantor clan lanjutan sewa ruang terbuka atau 

tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta 
penyesuaian harga yang dapat dipe,tanggunqjawabkan; atau 

b) Oalam rangl<.a pencegahan bencana; dan/atllu 
c) Akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentil:an 

~.atan pelayanan P\Jbtik. 
t,. l>el<erjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mer.dadak untuk 

"'€11inclaklanjuti komitmen lnternaslonal clan dihadiri oleh President 
Wa>dlPresiden; 

c.. r..eg,.,i;an menyangkut pertananan negara yang ditetapkan oleh Menter; 

Pertahanan serta keglatan yang menyangkut keamanan dan kete<tiban 

masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepollsi<... Negara Republik 

Indonesia; 
1.. >;egiatan bersfat ranasia untuk kepentingan lntelijen dan/atau 

periinclungan saksl sesuai dengan wgas yang ditetapkan dalam peraruran 
pe,undang-undangan; atau 

e Barang/Pekerjaan i<onstruksi/Jasa L.ainnya yang spesifik clan hanya ck,Jat 
<lilaksanal<an oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) 
pabrikan, l (satu) pemegang hak pater,, atau p;t,ak yang tet.!h mendapot 

on darl pemegang hak paten, atau p;hak yang menjadi pe_rnenang 
pelelangan entuk meodapatkan izin darl pemerintah. 

5' ,;,;t~.a Barang khusus/Pekerjaan Konstrul<si khususJ)aSa Lainnya yang 
tiersifat khusus yang memungkinkan <lilakukan Penunjul<an Langsung 
setiagaimara dlmaksud pada ayat (1) huruf e. me!iputl: 
a Barang/Jasa Lainnya berdasarxan tarif resml yang ditetap!<an pe:nelintah; 
b. Pekerjaan Konstruksi t,angunan yang merupal<an satu kesatuan SiStem 

konstrukSi dan satu kesat~an tanggung jawab atas rlsko kegagalan 
bangunan yang secara keseturuhan tldak da~ dkeocanakan/ . 

• 
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~ng dilal<sanal<an mela!ui aplil<asi E-Prurh8stng pada Sl'SE yang 

~kan oan dikelola oleh LKPP; 
Pfll;JPeJabat yang d'itetapkao oleh Plmplnan lnslitusi yang bi!lwn 
..-.efldapatlcan kode akSes (user ID dan password) apfikasl SPSE haru; 
~kukan pendafl:aran sebagal pens:guna S?SE untuk mendapatkan user ld 
c"O password SPSE; 
!'""' t'eJabat yang ditelapkan oleh Pvnpinan lnstltusi mene!aplcan nama 
3arang/Jasa, spesifikasl tel<nls, Harga Perldraan Sendiri (HPS) Barangl]asa 
IW\IS berdasari<an pada Katalog 8ektronik yang dilayanglc;)n cl "'°""' 

,gadadn Nasional; 
""' 'Pejabat yang ditetapkan oleh Plmpinan lnstitusl meny-ompaikan surat 

'9 berisilcan nama Barang/lasa, speslfllcasi teknls, HPS, dan rancangan 
:,ajanjian pembellan Barang/Jasa kepada Pejabat Pemesan; 
;>eiaoat Pemesan membuat pake!: pembejian 8arang/)asa melalui a;>lika5I E­ 
".rdia.lng, berdasarlcan lnfotmasl yang dibelil<an oleh PP1</Pejabat yang 
.::ia!(aokan oleh Pimpu.3n lnstitusi dan data Barang/Jasa yang ten:apat pada 

Sl5tCl11 E·Kata!og sebagairnana tercantum pada portal pe<,gada3n nas,onai; 

o ~t Peme:san meog,rtmkan permilltaan pcmbelian Barang,'Jasa kepada 

ne,yedia Barang{Jasa yang rerdafl:ar pada sistem E-Oita:<>gue me!a!u, 
ar-' ~ E·Purd'lasing; 

· Penyedia Barang/)asa membertkan persetliJJCIII - pe,11,,taao pembeliar. 
=,arang/.lasa melalul aplikasi E-Purdlasing. 

8a<jan l<eHma 
Pela~naan E-purchaslng 

Pasal29 

g.. Pe>;er)aan ~an Prasara.n.a, Sanna, dan Ullt:tas Umum di linglw,,g.,n 

;,,:runw an bag, mawcra.-.at berpengha:silan :endah yang cilalcsanakon 
(lier, pe11gembang/delle!ol)er va"!I bersangkutan. 
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E-PurclliJsing dllallsanakan melalul aplikilSI E-PIJrdlasing pada SPSE yang 
olkembangl<an dan dike!ola oleh LKW; 

Q) PPK/Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi yang bP.lum 
mendapat1<an kode akses (user ID dan password} aplikasi SPSE har.is 
melakukan pendaftaran sebagai pe~na S?SE untuk mendapatl<an user l<I 
dan password SPSE; 

'3) P!>!(/Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan InstituSi menetapbn nama 
Barang/)asa, speslfil<asi teknis, Harga Peooraan Sendirl (HPS) Barang!Jasa 
harus berdasarkan pada Katalog 8ektronik yang ditayangkan di Portal 

Pengadaan Nasional; 
4} PP!(/Pejabat yang ditetapkan o!eh Plmpinan Institusi menyampall<an surat 

yang berisikan nama ea.-ang/Jasa, spesifil<asi teknis, HPS, dan ranca~n 
per',anJlan pembelian Barang/lasa kepada Pejabat Pemesan; 

SJ Pejabat Pemesan membuat paket pemb\!!ian Barang{Jasa rnelalui aplil<asi E­ 

l'urchaslng, berdasarl<an informasl yang dibenl<an oleh P~j3oat yang 
ditetapkan oleh Plmpirian Institusi dan data Barang/Jasa yang ten:apat pacla 
slstem E-l(atalog sebagaimana tercantum pada portal pengadaan nasional; 

6) Pejaoat Pemesari mengirimkan permintaan pembelian Barang/Jasa kepada 
Penyedia Barang/Jasa yang ~ftar pada Sistem E-Cata!ogue melalui 
apllkasi E-Purchasing; 

7) Penyedia Barang/Jasa memberikan persetujuan atas permlntaan pembeli.,r. 

ilarang/Jasa melalul aplikasi E-Purchasing. 

Bagian Kelima 
Peta1<sanaan E-purchaslng 

Pasal 29 

g. Pel<e!Jaan peogadaan Prasatana, Sarana, een Ulllitas Umum di linglwngan 
p,,rumal>.an bag, masyaral<.at berpeoghas[an rendah yang dilal<sanakan 
oleh peogembang/developer yang bersangkutan. 
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~ E-t.aang Cepat clan E-setel<sl c.ec,at : 
&. ~ tnfonnasi Klne<ja Penyectia Barang/Jasa 1~1K.?P) yang tldak 

ce,ie'.l.«111 penil<1ian k\JalifikaSi, admlnlstrasi, clan telcnls; 
hall- ,C,nerja Penyed,a Barang/Jasa (Sll(aP) bersumlle< d3l'i lnOlt; 

CK:a var,g diialwkan oleh Penyedia, Pokja ULP/PI', P1>1<. 1.PSE. U<PP atau 

nasal penanKan datll dari Sl'SE atau sistem lain yang takonelc:sl ; 
~ Ver"' QSI !nrormasi K.ir,erJa Penyed!a Barang/.lasa (SIJ<.aP) dilalwkan oleh 

Poi<Jl ULP/PP, PP!<, LPSE, U<PP atau hasil penarikan data darl SPSE at:Ju 
>Gall lain yang tnrkoneksl ; 

e, • ~ lebill lanjut tericait lnfonr3Si Klnerja Penyl!dia BarangJJasa 
S!KaP} dlatur dalam Panduan Penggunaan. 

Hl-'Clua. Pakel dan Pendaftaran : 
• l'ol<ja ULP membuat pai<et Clalam aplikasJ SPSe lengl<ap oengan tnl'ormasi 

na<et dan slstem pell\)adaan ben:lasar!Gln 1nformasl yang diberikan 

Pelgguna Angga.-an (l'A)IKuasa Penggul1a Anggaran (KPA)/PPI( ma\Jl)Uil 

1<eootusan internal Pokja ULP; 
11. Pokja ULP menyusun jadWal pelal<Sanaan pemilll1an beidasao'tan ha<! 

kalender, dengan waJ<tu proses pen"illhan paling cepat 3 {tlga) l1ari 
dengan batas allhlr pemasukan penawaran pada harl ( .: jam kCfja; 

c. Po!<ja ULP dapat ~lc'Jl<iln perubiihan ja(lwal tahap pemi!illan di!r. wajb 

mengisl alasan perubdhan )'afl9 dapat d:pe,tanggungjawablca:1; 
d. Penyusunan dof..1Jmen pengadaan secara etektronlk dilakukan dengan 

cara: 
a Dolcumen pengaclaan dtbuat oleh Pokja ULP mengikub stanc:ar 

dok.ume:1 pengad.lan secara elel<bonll< yang meld<at pad;, apllbsl 

SPSe dan dlunggah (1.pw1~ apl/(3SI SPSE; at3t.l 

b. Dolcumen pengadaan dibuat oleh Pokja ULP menggunakan tom, JsJan 
elektronik dokumen pengadaan yang melelcat pada aplll(asj SPSE. 

e. Penr.JSUnan dclrumen pengadaan disesuaikan dengan syarat dan 
ketentuan penggunaan apfikasl SPSE dan/atau panduan penggunaan 
apllkasl Sl'SE (usergufde).; 

~nKeeoam 

PelaiCSanaan E-lelang Cepat dan E-selel<si Cepat 
PasaJ 30 
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a. Penyedla barang/Jasa menyampaikan penawaran harga melalui fitur 
penyampaian penawaran pcda apP.:<aSi Sl'SE atau Apendo/Spami(odol<; 

o. Penawaran harga dlsampaikan dalam file penawaran terMl<ripsi; 

c, Surat/Form penawaran harga yang diunggah (upload) /<!isampa,.l<an Ice 
da!am apllkasl SPSE dianggap sah sebagal dokumen elektronik dan tel.'Yl 

ditandatanganl secara clektronik Qleh pemimpin/direktur perusahaan atau 
kepala cabang perusanaen yang diangkat oleh kantor pusat vang 
dibuktikan dengan dokumeo oomtik atau pejabat yang ~nurut perjanjlan 
kerjasama ad;;lah yang berhak mewakill perusahaan yang bekerjasama; 

d. Pokja ULP dapat mernperpan)ang batas al<hir )adwal pemasukl<.an 
penawaran dalam hal setelsh batas akhir pemasukan per.awaran tidak 
aoa peseta .Y~ng memasuklcan penawaran; 

e. Perpanjangan jangka wal<tll sebagaimana cllmaksud pada huruf d 
dilakukan pada hari yang sama der.gan batas akhlr f)@ffiilSI.Jlc.an 
penawaran. 

S) Pembukaan Penawaran. : 
a. Pada tahap pembul<aan penawaran harga, Polga ULP mengunduh 

( download)dan melakukan dekripsi file penawaran dengan menggunakan 
Apendo/Spamkodok; 

b. Aplil<asl SPSE melakukan evaluasi terhadap penawaran harga; 

c. Dalam hal aplikasi SPSE belum mengakomodir proses evaluasi, maka 
Harga penawaran da;i hasil ko<eksi aritmatlk dimasukkan pada fasilitas 

yang tersedia pada aplikasl SPSE; 

(Jl Undangan : 

a. PlllcJ.a UI.P meiwusun kriteria kualffikasi dan/atau kine<ja Penyedia 
barang/jasa yang tersedia p.,da apllkaSi SPSc atau SD<aP; 

.:,. Pokja ULP mer,gundang Penyedla barang/jasa melalui aplikasi $?$: 

temadap Penyo.cia barang/jasayang memenuhi kritera kualffikasi 
datlfatau kmerja Penyedia barang/jasa yang telah cllsusun dan telah 

membe:ikan per,;eruJuan atas i<rite<ia keikutsertaan; 
c. Apab<'la diperfukan Pokja ULP dapat meiakukan pemberian penjelas.?n 

sete!ah undang.ln dikirimkan sampai dengan sebelum batas akh!r 

pemasukan penawaran; 
a. Proses pe,nberian per,jt'tlasan dilakukan secara online tanpa tatap rr.uka 

melalu, aplikasi SPSE. 
~ "2<nasukan Peoawaran : 



o. Temadap file penawaran t,arga terenkJipsi yang tida.k dapat d:huka y.:ng 
disampa,kan kepada LPSE atau LKPP, maka LPSE atau U<PP a!<an 
memberikan keterangan koodisi file penawaran kepada Pokja ULP; 

e. Berdasarlran keterangan d3ri LPSE/1.l<PP apablla m!! penawaran tidak 
dapat dibuka maka Pokja Ui.P dapat menetaplc.an bahwa file pena-,sa.-an 

tersebut tldak rnemenuhi sy?.,~t sebagai penawaran dar. Peoyedla 
barang/Jasa yang menglrimkan file penawaran tersebut dianggap tidal< 

memasui<kan penawaran. 
6) Pengumt.tman : 

a. Penyedia barang/jasa dengan penawaran terendah merupakan 

pemenang; 
a. !'!?nyedia barang/Jasa dengar. penawaran terendah kedua clan seterusnya 

merupalc.an Pemerong Cadangan; 
c. Pokja ULP meng:imumkan Pernenang dan Pemenang Cadangan me!alui 

apllkasl SPSE dengan format clan 1sl yang te«sedla pada apf\l<asl SPse. 
(7) Verifikasi Infcrmasl Kinerja Penyedla Barangtlasa : 

a. Pokja ULP tidak perlu melakukan verifilc.asi kepada Pernenang atas data 
kualifikasl dan/atau kinerja Penyedla barang/jasa yang dipersyaratkan 

apabila telah ter;erifil<asi di clalam SJKaP; 
b. Apabila Data Kualifikasi dan/atau kinerja Pemenang yang dipersyaratlc.an 

belum terverifikasi di dalam Slt<aP, Pckja ULP melakuka~ veri:ikasl kepada 
Pemenang temadap data kualifil<asl dan/atau kinerja Peny~ia 

barang/jasa yang dipersyaratkan; 
c. Apabila Pemenang tidak unus verifi~.asl dil<arenakan menyampaikan data 

kualiflkasi .danJatau kinerja Penyedia barang/jasa yang cllperSyaratkan 
dengan tldak benar mai<a Penyedia barang/jasa yang t,ersanglwtan 
dibatallc.an sebagai Pemenang; 

d. Apabila Pemenang tidak hadir verifikasl dengan alasan yang ti.tlk da!)dt 
dipe:tanggungjawabkan pada proses venftlcasi se':>agaimana dimal<suc 
pac!a huruf a) maka Penyec!la barang/jasa yang bersang~utan dlanggap 
mengundur'.an din can dibatalkan sebagai Peme<\ang; 

e. Apabila Pemenang tic!ak lulus venfikasi Pokja ULP me!akukar. ~kasi 
kepada Pemenang Cadangan pertama, apabila Pemeriang Cadangan 

Pertama tidak lulus verlfikasi mal<a Pot<ja ULP: 
l. Melaku~.an verifikasi kepada Pemenang cadangan berikutnya sesuai 

dengan urutan; 
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2. Proses vertfikasi tefhadap Pemer>.ang cadangan berikutnya sama 
dengan proses verifil<asi kepada Pemeoang; 

' Pemenang/Pemer.ar,g Qidangan ya119 lulus verifll<asi menjadl Pemena;,g 
tervenfikasl. 

o Penerbltan Surat Penunjukan Penyedia Barang/lasa (SPPBJ): 

a Paling Jambat 1 (satu) hari kerja setelah masa sanggah berakhir dan tidak 
ece sanggahan; 

I!. Segera setelah sanggahan dijawab Clan sanggahan dinyatakan tidak 
benar; 

c. Palir.g lambat 2 (dua) hari kerjil setelah Pokja ULP menyampaikan Berita 
Aeara Hasil Seleksi (BAHS) kepada PPK untuk jasa koosultansi; 

.1. PPK rnembuat dan mencetak SWBJ me!alui apllkasi SPSE; 
e, PPK menanelatangani SPPeJ yang telah dJbuat dan dicetak melalu! aplikasl 

SPSE; 
t. PPK mengirimkan hasil pemindaian SPPSJ melalli aplikasl SPSE kepada 

Penyedia barangl)asa yang ditunjuk; 
g. Dalam hal .3plikasi SPSE belum dapat mengal<omodir pembuatan SP?B:J 

maka PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barangf.lasa (Sl'PBJ) 
di fuar apllkasi SPSE (offline), menginputkan informasa dan mengunggah 
(up/oatlj hasil pemin<laian SPPSJ paela aplikasi SPSE; 

h, PPK membuat dan meocetak kontrak melalui ap!ikaSi SPSE; 
I. PPK meoanelatangani kontrak yang telah dibuat da:i dicetak mela!ui 

aplikasi SPSE; 

j. Pemenang pemilihan melakukan penandatanganan kontral< dengan PP1< di 
luar ap!ikasl SPSE; 

k. Dalam hal apllkasi SPSE belum dapat mengakOmodir pernouatan Kontrak 
maka PPK membuat dan mencetak Kontrak dJ luar aplikasi SPSE (offli:iej 

dan PPK memasukkan informasi dan mengunggah (up!Ood) hasil 
pemindaian (scan) dokumen kontrak pada ai,likasl SPSE; 

I. Apabila Penyedia barang/jasa melakukan pelanggaran terhadap 
persyar~n dan ketentuan peng,iunaan SPSE, pelanggaran temaoap 
peraturan perundangundangan ber'.aku, atau masuk ke dafam daftar 
hitam rnaka l.PSE atau Pesigelota AgregaSi Data Penyedl;l dapat 
mP.nonaktifkan kode akses Pengguna SPSE; 
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! tPPK melapomm pe!al<sanaao/penyelesaian Pengadaan Barang{Jasa kepada 

PA/KPA; 
?lPPK menyerahkan hasil peKerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA 

dengan Benta Acara Penyerahan; 
'l) PPK rnetaporkan kemaju2n pekerjaan termasuk penyerapan ar.gga.an clan 

hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA; 
4) PPK Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokt.--,, peja)(sanaan 

Pengadaan Barang/Jasa. 

Bagian Kedua 
Pejabat PEmbuat Komitmen 

?asal 33 

~A/Kf'A Membuat taporan pertanggungjawaban atas pejal<sanaan pengaoaan 
tiarang/jasa kepada Bupad dengan tembusan kepada APIP (lnspelctorat); 

• 01,/KPA l<'.engawasi penyimp;man dan pemelihi:raan seturuh llokumen 
~aclaan 6arang/Jasa. 

BAB XI 
PERTANGGUNG.JAWABAN DAN PELAPORAN 

Bagian Kesatu 
Pengguna AnggarantKuasa Pengguna Angg:. .n 

Pasal 32 

-.,. cara pembayaran dan bukti pembayaran disesuaikan dengan Peraturan 
Mal Bel<asi tentang Penatausahaan Keuangan Daerah, dengan mem;:,erhatikan 
,e;e,arasan clan konsolidasl atas peraturan pengadaan barang/jasa ini. 

BASVIIl 
PEMBA YARAN PEI..AKSANAAN PENGAOAAN 

Pembayaran 
Pasal 31 

""- Dalam hal Penyedia barang/jasa telah dltetapl<an ke dalam daftar hltam, 
maka LP::,"£ etau Per>gelola Agregasi Data Penyedla dapat memasuk.l(an 
l'enye(f.,a barang/jasa ke dalam menu daftar hitam di dalam aplil<aSi SPSE. 
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lamDiran petunJul< teknls pengadaan barang/JaSa di :rngl<ungan Pemenntah 
Kabopaten Bekilsl merupakan bagian yang tidak terpisahkan clari Peraturan ini. 

Pasal 37 

PN';J>A berwenang menetapl<an atau 1nenolak sanl<Sl pencantuman daftar hitam 
xepaoa penyedia barang/jasa melalui surat l<eputusan penetapan sesuai dengan 
Peraturan Kepala U<PP Nomor i8 Tahun 2014 tentang daftar hitam dalam 
pengadaan barang/jasa. (Format terlampir); 

811.8 X 

Oaftar Hitlltn 
Pasal 36 

t) PPHP meJakukan pen1ert1<saan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa 
sesuai dei'lgan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; 

2) PPHP 11".enerimil hasll pengadaan Barang/Jasa setelah metalui pemenl<$aat\/ 

pengujian; 
3) !-'PHP membuat clan menandatangani Berita Acara Serah Ten;na 1-ruil 

Pekerjaan. 

Bag!an Keempat 
Pejabat Pene,ima Hasil Pekerjaan (PPHP) 

~135 

a. Pejabat Pengadaan menyampall<an hasll Pemlllhan clan salinan dol<umen 
pem'lihan penyed,a Barang/ Jasa kepada PPK; 

:: PeJabat Pengadaan menyerahkan dokumen asli pemmhan Penyeo,a 
Barangf)asa kepada ?A/KPA; 

c. Pejabat Pe~gadaan membuat laporan mengenal proses pengadaan. 

Sagian Ketiga 

Pejabat Pengaclaan 
Pasal34 



\. 
E~.HYASIN 

• 

Ditetapkan di Cik.arang Pusat 
pada taoggal 29 Dee- 2015 

r BUPATI BEl<ASl,d. 

'°!lratlSan inr mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
~ setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ?eratur.in 
~ ini den<'.,an penempataonya da!am Berlta Daerah ~paten Bel<asi. 

Pasal 39 

- saat betla!<unya Peraturan Bupati ir•, l!lilka Peraturan Bupatl Bekasi Nomo.­ 
SJ -aron 2014 tentang Perunjuk Teknls Pengadaan Barang/Jasa di Ungkung,m 
Pt::: ,e, .ntah 1<.abupaten Bekasl, dicabut dan dinyatakan tldak bel1aku lagi. 

BAB XI 
KEfENTIJAN PENlffiJP 

Pasal 38 


